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Jumlah Penduduk 1.215.429 jiwa

TULUNGAGUNG

SURABAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) akan memberi kontribusi yang strategis kepada daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan selain itu  pemerintah Kabupaten akan  lebih efisien dan efektif dalam pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Akuntabilitas merupakan salah satu pemahaman prinsip  terpenting dalam penerapan Good Governance, karena akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas yang memadai serta efektif karena dalam  laporan tersebut memuat  informasi pencapaian tujuan dalam pengelolaan sumber daya maupun dana  suatu organisasi melalui kebijakan penerapan manajemen pemerintahaan yang berbasis kinerja. Dengan laporan tersebut masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten  dalam mewujudkan  kegiatan dan program – program pembangunan terutama pada pelayanan publik apakah  berhasil atau gagal dalam capaian strategisnya. Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama,  selain itu sebagai perwujudan akuntabilitas secara vertikal kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
B. Tujuan Penyusunan

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Tahun Anggaran 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kabupaten Tulungagung bertujuan  sebagai berikut :  

1. Mewujudkan akuntabilitas pemerintah kabupaten kepada pihak-pihak yang  memberi mandat pada tahun 2015 ;
2. Untuk menginformasikan apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya pada tahun 2015, terutama capaian strategis ;
3. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2015 ;
4. Sebagai bahan  evaluasi kinerja tahun 2015 dimana hasilnya untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah 2014-2018 dan untuk meningkatkan kinerja tahun 2016 ;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi pada tahun 2015.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015,  berdasarkan   beberapa peraturan ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Ketetapan MPR Nomor  XI/MPR1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015;
12. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/189/013/2015 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018;
13. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/207/013/2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
D. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

          Letak Geografis Wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat   ( 111043’ – 112007’ ) Bujur Timur, ( 7051 – 8018’ ) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dari Greenwich Inggris. Luas wilayah 1.055,65 KM2, kondisi topografi kemiringan kurang 40 % dengan batas – batas administrasi Kabupaten sebagai berikut :

·  - Sebelah Utara 
: Kabupaten Kediri

· - Sebelah Timur 
: Kabupaten Blitar

· - Sebelah Selatan
: Samudra Indonesia

· - Sebelah Barat 

: Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo
· 
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E. Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah  Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 difokuskan  pada kinerja yang terkait dengan urusan, program dan kegiatan yang  dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dibiayai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015, diarahkan untuk mendukung capaian sasaran yang menjadi obyek  evaluasi kinerja pemerintah tahun 2014, untuk penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan disajikan juga  program-program dan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dan APBN.
F. Organisasi dan Personalia

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, dalam bentuk suatu organisasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Demi kelancaran tugas dan kewajiban di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011 telah di bentuk Organisasi Perangkat Daerah  yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut ;
	NO.
	PERDA
	NAMA INSTANSI

	1.
	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana

b. Sekretaris

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional



	2.
	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014
	1. SEKRETARIAT DAERAH, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
· Bagian Administrasi Pemerintahan

· Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

· Bagian Hukum

· Bagian Pertanahan

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
· Bagian Administrasi Pembangunan

· Bagian Administrasi Perekonomian

· Bagian Administrasi Sumberdaya Alam

d. Asisten Administrasi Umum

· Bagian Humas

· Bagian Organisasi

· Bagian Umum

2. SEKRETARIAT DPRD, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Risalah dan Persidangan

c. Bagian Umum

d. Bagian Hukum dan Humas

e. Bagian Keuangan

3. DINAS DAERAH, terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Dinas Kesehatan

c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Perumahan dan Ciptakarya

g. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumberdaya Mineral

h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

i. Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura

j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

k. Dinas Kelautan dan Perikanan

l. Dinas Peternakan

m. Dinas Pendapatan

n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

4. INSPEKTORAT, terdiri dari :

a. Inspektur

b. Sekretariat

c. Inspektur Pembantu I

d. Inspektur Pembantu II

e. Inspektur Pembantu III

f. Inspektur Pembantu IV

g. Kelompok Jabatan Fungsional

5. BAPPEDA, terdiri dari :
a. Kepala Bappeda

b. Sekretariat

c. Bidang Sosial Budaya

d. Bidang Fisik dan Prasarana

e. Bidang Ekonomi

f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

6. LEMBAGA TEKNIS DAERAH, terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

f. Badan Lingkungan Hidup

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

h. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

i. Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan

j. RSUD

7. KECAMATAN, terdiri dari :
a. Tulungagung
b. Tanggunggunung

c. Boyolangu

d. Pakel

e. Ngantru

f. Bandung

g. Kedungwaru

h. Ngunut

i. Rejotangan

j. Besuki

k. Karangrejo

l. Kauman
m. Gondang

n. Sumbergempol

o. Kalidawir

p. Pucanglaban

q. Campurdarat

r. Pagerwojo

s. Sendang

8. KELURAHAN, terdiri dari :

a. Bago
b. Jepun

c. Kepatihan

d. Kenayan

e. Kauman

f. Sembung

g. Pagerwojo

h. Tertek

i. Kedungsoko

j. Tamanan

k. Botoran

l. Kampungdalem

m. Karangwaru

n. Kutoanyar



	
	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2014
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Terdiri dari :

1. Kepala

2. Unsur Penanggulangan Bencana

3. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencan, terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

f. Kelompok Jabatan fungsional



Untuk pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanakan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dengan kondisi sebagai berikut  :
	Tabel : I.1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	NO
	
	PENDIDIKAN 
	JUMLAH(org) 
	PROSENTASE

	1.
	
	Sekolah Dasar
	297
	2,19%

	2.
	
	Sekolah Menengah Pertama 

( SMP )
	416
	3,06%

	3.
	
	Sekolah Menengah Atas (SMA)
	2.693
	19,82%

	4.
	
	Diploma ( D-1, D-2 dan D-3 )
	1.400
	10,31%

	5.
	
	Sarjana ( S-1)
	8.159
	60,06%

	6.
	
	Pasca Sarjana (S-2)
	620
	4,56%

	
	
	Jumlah
	13.585
	100,00%


	Tabel : I.2. Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Struktural

	NO
	E S E L O N 
	JUMLAH (ORANG )
	DIKLAT PIM (ORANG )
	PROSENTASE

	1.
	 II – a
	1
	1
	100%

	2.
	 II – b 
	38
	35
	92,11%

	3.
	 III – a 
	66
	40
	60,61%

	4.
	 III – b 
	134
	35
	26,12%

	5.
	 IV – a 
	654
	195
	29,82%

	6.
	 IV – b 
	146
	14
	9,59%

	
	Jumlah
	1039
	320
	30,80%

	
	
	
	
	

	Tabel : I.3. Jumlah Pegawai  Fungsional

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH (ORANG )
	PROSENTASE

	1.
	IV
	4974
	55,13%

	2.
	III
	2873
	31,84%

	3.
	II
	1176
	13,03%

	
	Jumlah
	9023
	100,00%










Gambaran Umum 
Kab. Tulungagung

Terletak antara koordinat 111043’-12007’ BT dan 7051-8018’ LS

Luas wilayah 1.055,65 KM2

Secara administratif dibagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa dan 14 Kelurahan,

Jumlah Penduduk 1.215.429 jiwa
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